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BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR
	Nomor SOP
	:
	BD_KBGPL/BID/SBD_SBAK/1

	
	Tanggal Pembuatan
	:
	21 Oktober 2019

	
	Tanggal Revisi
	:
	-

	
	Tanggal Pengesahan
	:
	21 Oktober 2019

	
	Disahkan Oleh
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar

	
	Nama SOP
	Pelaksanaan Kegiatan Sub Bidang  Kewaspadaan Daerah Dan Ketahanan Masyarakat

	Dasar Hukum
	 Kualifikasi Pelaksana

	1. Ketetapan MPR Nomor XI / MPR / 1993, Bab IV huruf F, Kebijaksanaan Pembangunan Lima Tahun keenam angka 3, kebudayaan, huruf d, Pembauran merupakan bagian proses pembudayaan bangsa yang harus dijiwai sikap mawas diri, tahu diri, tenggang rasa, solidaritas sosial ekonomi serta rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kebersamaan dan kesetiakawanan dalam upaya memajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, bangsa serta Negara Indonesia ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;
3. Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar  Tahun 2011 Nomor 49);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12  Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Jawa Tengah.
7. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2009 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035 ) tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;    
	A. Kompetensi
1. Memahami dan Menguasai bidang administrasi.
2. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer.
3. Perencanaan kegiatan.

B. Pendidikan
1. Standar Pendidikan pelaksana S1.

	Keterkaitan
	Peralatan/Perlengkapan

	
	1. DPA.
2. RKA.
3. Komputer/Printer.
4. Alat Tulis Kantor.
5. Akomodasi.
6. Konsumsi.
7. Tranportasi.
8. Seminar kit.


	Peringatan
	Pencatatan dan Pendataan

	Tidak tercapainya target pelaksanaan, dapat menimbulkan terjadinya konflik horizontal dan vertikal yang dapat mengancam perpecahan masyarakat Kabupaten Karanganyar.

	Pelaksanaan kegiatan :
1. Pemantauan orang asing 
2. Piket posko siaga 
3. Fasiltasi keamanan umum 
4. Fasilitasi peran dan fungsi FKDM 
5. Fasilitasi PAM kunjungan tamu VVIP dan VIP 
6. Penanganan konflik sosial 
7. Peningkatan kewaspadaan daerah 
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